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Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang
yang memiliki cacat tersembunyi berkaitan dengan kasus pada putusan Mahkamah Agung No0.848
K/Pdt/2016 dan putusan Mahkamah Agung No. 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013. Bentuk penelitian pada skripsi
ini adalah penelitian hukum normative dengan Metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara khusus mengenai cacat
tersembunyi serta membedakan antara cacat tersembunyi yang diketahui penjual dan cacat yang tidak
diketahui penjual, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membedakan hal itu
melainkan atas semua produk cacat pelaku usaha wajib bertanggungjawab. Menurut KUH Perdata
Pengecualian tanggung jawab untuk cacat tersembunyi dimungkinkan sepanjang telah diperjanjikan
sebelumnya namun menurut UUPK hal ini tidak diperbolehkan. Dalam kasus | terdapat beberapa poin dalam
putusan yang tidak sesuai menurut KUH-Perdata dan/atau UUPK, sedangkan pada kasus 11 Putusan telah
sesual, dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada setiap orang yang mengikatkan diri dalam
perjanjian untuk menghargai apa yang telah diperjanjikan; jika konsumen mendapatkan produk yang
dimilikinya terdapat cacat tersembunyi sehingga merasa dirugikan maka tetaplah mempertahankan hak-
haknya salah satunya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

...... The focus of this study isthe liability of business actors for products containing hidden defects related to
the case of the Supreme Court's decision No. 848 K/Pdt/2016 and the Supreme Court's decision No. 265
K/Pdt.Sus-BPSK/2013. The form of study in thisthesisis normative legal with qualitative methods. Based
on the results of the study, it can be concluded that Indonesia Civil Code specifically regul ates hidden
defects and distinguishes between hidden defects known to the seller and defects unknown to the seller,
while the Consumer Protection Law does not distinguish this, but for all defective products of business
actors must be responsible. According to the Civil Code, the exception of liability for hidden defectsis
possible aslong as it has been previously agreed, but according to the consumer protection act, thisis not
allowed. In the first case, there are several pointsin the decision that is not in accordance with the Civil
Code and/or the consumer protection law, while in the second case the decision is appropriate, from the
results of this study the author suggests to everyone who binds themselves in the agreement. to honor what
has been promised; if the consumer gets a product that has a hidden defect so that he feels aggrieved, then he
must continue to defend his rights, one of which is by filing a lawsuit to the Court or through the Consumer
Dispute Settlement Agency (BPSK).
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